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Abstrak
Sektor informal berkembang pesat di negara berkembang seperti di Indonesia, karena dibidang usahanya tidak terlalu susah untuk didirikan, salah satu kota di Indonesia yang sektor informalnya berkembang pesat adalah Kota Yogyakarta, terutama kawasan Malioboro, aktivitas perdagangan di kawasan Malioboro berkembang sangat pesat, menyerap tenaga kerja yang besar dan modal usaha yang tidak terlalu besar, akan tetapi semakin berkembangnya kawasan Malioboro semakin banyak pula permasalahan-permasalahan yang timbul, masih banyak pedagang kaki lima yang tidak tertib masalah perijinan, menempati daerah larangan, memenuhi trotoar, kelebaran lokasi usaha, dengan rumusan masalah 1) bagaimana penerapan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Malioboro- Ahmad Yani Daerah Istimewa Yogyakarta, 2) Hambatan apa saja yang dialami oleh UPT Pengelolaan Kawasan Khusus Malioboro-Ahmad Yani Kota Yogyakarta dalam menerapkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, 3) Bagaimana upaya UPT Pengelolaan Kawasan Khususu Malioboro-Ahmad Yani Kota Yogyakarta untuk mengatasi hambatan dalam menerapkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis/empiris. Analisis penalaran deskritif kualitatif, data diperoleh melalui pengamatan dan wawancara terhadap informan. Pengamatan dilakukan agar peneliti dapat mengetahui secara langsung penataan pedagang kaki lima di kawasan Malioboro-Ahmad Yani Kota Yogyakarta. sedangkan wawancara dilakukan terhadap beberapa informan yaitu Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Khusus Malioboro-Ahmad Yani, staf Dinas Ketertiban serta Ketua LPKKM Kota Yogyakarta.Hasil penelitian adalah pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di kawasan Malioboro-Ahmad Yani belum semua dilaksanakan dikarenakan untuk perencanaan penyediaan ruang baru bagi kegiatan pedagang kaki lima tidak bisa dijalankan karena memang keterbatasan lahan yang ada di kawasan Kota Yogyakarta, Kendala atau hambatan yang dihadapi UPT Pengelolaan kawasan Khusus Malioboro-Ahmad Yani yakni revitalisasi kawasan Malioboro, birokrasi yang sulit, masih maraknya jual/beli lokasi berdagang, masih banyak pedagang kaki lima yg tidak taat aturan. Guna dalam mengatasi kendala-kendala tersebut, upaya yang dilakukan UPT pengelolaan Kawasan Khusus Malioboro-Ahmad Yani adalah dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, melakukan operasi penertiban terhadap pedagang kaki lima, memberikan penyuluhan kepada pedagang kaki lima, menyarankan pedagang kaki lima membentuk organisasi atau paguyuban.
Kata kunci :Koordinasi, Pedagang Kaki Lima, Malioboro-Kota Yogyakarta
Abstract
	The informal sector is growing rapidly in developing countries such as Indonesia, because the field of business is not too difficult to set up, one of the cities in Indonesia's informal sector is a rapidly growing city of Yogyakarta, especially Malioboro. Trading activity in Malioboro region is growing very rapidly, absorbing big labor and venture capital which are not too large, but the more Malioboro area is growing, the more  problems that arise. There are still many vendors that are not orderly licensed, occupy a restricted zone, meets the pavement, use width of a business location.	The research questions of this study are 1) how is the application of Presidential Regulation section 3 Number 125 0f 2012 Concering the Condition Arrangements and the Empowerment of street vendors in Malioboro-Ahmad Yani Street  Yogyakarta, 2) what kind of obstacles which are experienced by UPT management of Malioboro-Ahmad Yani special area in applying of Presidential Regulation  section 3 Number 125 0f 2012 Concering the Condition Arrangements and the Empowerment of street vendors Malioboro-Ahmad Yani Street in Yogyakarta, 3) and how does the UPT management of malioboro-Ahmad Yani special area to overcome the obstacles in applying of Presidential Regulation section 3 Number 125 0f 2012 Concering the Condition Arrangements and the Empowerment of street vendor in Malioboro-Ahmad Yani Street  Yogyakarta. This thesis uses the type of socio-juridical research / empirical. The analysis used in this study is descriptive qualitative, the data obtained through observation and interviews with informants. Observations were conducted in order to know directly the arrangement of street vendors in Malioboro-Ahmad Yani street  Yogyakarta. Interviews were conducted with some informants; The Head of Unit Special Area Management Malioboro-Ahmad Yani, The Staff Dinas Ketertiban and The Chairman of LPKKM Yogyakarta.The implementation of the arrangement of street vendors in the area of Malioboro-Ahmad Yani is not implemented yet due to the provision of planning a new space for the activities of street vendors could not be executed because of limited land that available in Yogyakarta area and many obstacles faced by The Management Unit Specialty region Malioboro- Ahmad Yani namely revitalization of Malioboro, a difficult bureaucracy, still has rampant selling / buying location to trade. There are still many vendors that do not obey the rules. To overcome these constraints, the efforts made by UPT management of Special Areas of Malioboro-Ahmad Yani are to increase the quality of human resources, conduct enforcement operation against street vendors, provide counseling to street vendors, give suggest to form an organization or community.











Masalah utama yang dihadapi oleh kebanyakan negara berkembang termasuk Indonesia adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya manusia yang melimpah dan kebanyakan tidak terlatih bagi pembangunan negaranya, sehingga penduduk yang besar bukan beban bagi pembangunan, justru menjadi modal yang besar bagi pembangunannya.​[1]​ Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2013 53,6% pekerja di Indonesia bekerja di sektor informal dan sisanya 46,4% bekerja di sektor formal. Hal ini dapat dilihat dari  data yang dikeluarkan oleh badan pusat statistik sebagai berikut :
Tabel 1.1






Sumber: BPS (2013) Indikator pasar kerja Indonesia: Mei 2013
	Dari tabel di atas terlihat sebagian penduduk Indonesia berkerja di sektor informal, karena pada sektor informal ini bidang usahanya tidak terlalu susah untuk didirikan dan untuk kemampuan di sektor ini juga tidak terlalu dibutuhkan. Menurut UU Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, Sektor Informal adalah “kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan”. Sektor formal adalah “kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan dari sektor informal”.​[3]​
	Ada beberapa penyebab besarnya sektor informal di Indonesia, diantaranya adalah unskilled labor yang dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat pendidikan sehingga tidak memenuhi kualifikasi untuk bekerja di sektor formal, ini dapat dikaitkan dengan penggangguran karena beberapa pekerja sektor informal terpaksa bekerja pada sektor ini karena terpaksa guna menghidupi kehidupanya.​[4]​ Dari sinilah sektor informal berkembang pesat, penduduk di Indonesia yang memiliki pendidikan yang rendah mereka lebih memilih berkerja di sektor informal karena bekerja di sektor informal tidak terlalu membutuhkan pendidikan yang tinggi.
Pada saat krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1998 banyak sektor formal yang tidak dapat bertahan karena banyaknya kerugian yang harus diterima, untuk mengatasinya maka sektor formal ini melakukan pemutusan hubungan kerja pada para karyawan. Dengan harapan pekerja sektor formal dapat bertahan dan meningkatkan pendapatannya, akan tetapi keadaan ini tidak bisa bertahan lama karena usaha yang dilakukan gagal sehingga yang awalnya tumpuan pertumbuhan ekonomi adalah sektor formal tidak bisa jalan dalam mempertahankan keadaan ekonominya.​[5]​ Dari tahun 1998 sektor informal berkembang sangat pesat karena banyak pegawai dari sektor formal yang mengalami pemutusan hubungan kerja.
Para pekerja yang di PHK ini kemudian mereka mencoba untuk membuat pekerjaan yang baru untuk bertahan hidup. Dari usaha para pekerja yang telah di PHK ini mampu mempertahankan keadaan ekonomi kerja keras para pekerja yang di PHK dalam sektor ini mampu terbukti dengan pertumbuhan ekonomi yang berkisar 3-4% pada saat krisis moneter, sehingga perekonomian Indonesia dapat bertahan. Keadaan yang dibangun oleh sektor informal ini menjadi pertahanan terakhir bagi pemerintah Indonesia dan mengusahakan perkembangan sektor informal. Maka usaha sektor informal untuk menyelamatakan ekonomi harus dipertahankan sambil menunggu berkembang dan pulihnya kembali sektor formal.​[6]​
	Sektor informal di kawasan perkotaan di Indonesia pada saat ini berkembang dengan pesat adalah sektor perdagangan, salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya perdagangan pada suatu kota adalah meningkatnya perpindahan penduduk atau urbanisasi yang terjadi hampir di semua kota-kota besar dan berkembang di Indonesia. Orang-orang yang berdatangan di kota-kota besar kebanyakan tidak dibekali dengan kemampuan yang tinggi, sehingga dari situlah orang-orang yang berdatangan ke kota besar memilih jalan alternatif untuk memenuhi kebutuhannya di kota besar dengan cara berdagang. Mereka pada umumnya merupakan pendatang yang tidak mampu bersaing masuk ke dalam lingkaran kehidupan mapan di kota.
	Kehadiran pedagang kaki lima merupakan salah satu unsur yang perlu diperhatikan dalam dunia perdagangan di Indonesia dari masa ke masa. Sebagai salah satu sektor informal, pedagang kaki lima tidak mungkin dihindari atau ditiadakan, pedagang kaki lima bagi sebuah kota tidak hanya sebagai fungsi ekonomi  fungsi sosial dan budaya.​[7]​ Fungsi pertama sebagai fungsi ekonomi, pedagang kaki lima tidak hanya dilihat dari segi tempat pertemuan antara penjual dan pembeli secara mudah, atau tidak hanya sekadar sebagai tempat alternatif lapangan kerja informal yang mudah dan terjangkau, namun lebih penting dari hal-hal tersebut adalah bahwa pedagang kaki lima merupakan pusat-pusat kosentrasi kapital dan sebagai pusaran kuat yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi masyarakat.
	Fungsi kedua sebagai fungsi sosial, pedagang kaki lima yang biasanya hanya dilihat sebagai pedagang atau penjaja yang serba lemah, tidak teratur, menganggu kenyamanan dan keindahan kota, oleh karena itu harus ditertibkan oleh petugas ketertiban kota. Sebagai suatu gejala fungsi sosial, pedagang kaki lima menjalankan fungsi sosial yang sangat besar karena dengan adanya mereka yang menghidupkan dan memebuat suasana menjadi meriah, selalu hidup, tidak pernah sepi, dan dinamis.​[8]​ Untuk pola-pola tertentu pedagang kaki lima merupakan daya tarik tersendiri bagi sebuah kota.
	Fungsi ketiga sebagai sudut budaya pedagang kaki lima ini menjadi pengemban perkembangan budaya, bahkan menjadi model budaya untuk kota tertentu. Melalui pedagang kaki lima ini karya-karya budaya ini diperkenalkan kepada masyarakat.​[9]​ Disamping itu, pedagang kaki lima sendiri merupakan gejala budaya bagi sebuah kota dan menciptakan berbagai corak tersendiri bagi sebuah kota.
Pandangan holistik dan intergral semacam ini diperlukan dalam menentukan kebijaksanaan dan mengatur pedagang kaki lima pada sebuah kota sehingga dapat hubungan “internal” yang positif antar misi pemerintah dan kehadiran pedagang kaki lima. Sebagai kelengkapan kota, pedagang kaki lima harus tumbuh dan ditumbuhkan sebagai warga kota yang bangga terhadap kota yang dibanggakan pula oleh kotanya. Pola hubungan semacam ini akan menjadi dasar bagi hak dan kewajiban serta hubungan tanggung jawab antara pedagang kaki lima dan pemerintah kota.​[10]​
	Dalam hal ini keberadaan pedagang kaki lima telah memberikan jalan keluar dalam upaya mengatasi pengangguran yang ada di Indonesia. Pada gilirannya pedagang kaki lima juga bisa menambah pendapatan perkapita penduduk  jika para pedagang kaki lima tersebut membawa hasil usahanya untuk dibelanjakan. Dengan demikian secara tidak langsung hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati pula oleh kalangan bawah, tidak hanya oleh kalangan tertentu saja.
	Salah satu kota yang berkembang pesat sektor informalnya terutama pedagang kaki lima adalah Kota Yogyakarta, terutama di kawasan Malioboro-Ahmad Yani. Kawasan Malioboro dengan Kota Yogyakarta ini tidak dapat dipisahkan. Eratnya hubungan kota Yogyakarta dengan kawasan Malioboro ini menjadikan Malioboro sebagai icon Kota Yogyakarta.
	Malioboro-Ahmad Yani ini sendiri adalah sebuah nama jalan yang ada di Kota Yogyakarta yang selalu ramai pengunjung dan menginginkan berbelanja oleh-oleh khas Kota Yogyakarta. Sebelum berubah menjadi jalanan yang ramai, Malioboro hanyalah ruas jalan yang sepi dengan pohon asam tumbuh di kanan dan kirinya. Jalan ini hanya dilewati oleh masyarakat yang hendak ke Keraton atau kompleks kawasan Indische pertama di Jogja seperti Loji Besar (Benteng Vredeburg), Loji Kecil (kawasan di sebelah Gedung Agung), Loji Kebon (Gedung Agung), maupun Loji Wetan (Kantor DPRD). Keberadaan Pasar Gede atau Pasar Beringharjo di sisi selatan serta adanya permukiman etnis Tionghoa di daerah Ketandan lambat laun mendongkrak perekonomian di kawasan tersebut. Kelompok Tionghoa menjadikan Malioboro sebagai kanal bisnisnya, sehingga kawasan perdagangan yang awalnya berpusat di Beringharjo dan Pecinan akhirnya meluas ke arah utara hingga Stasiun Tugu.​[11]​
	Aktivitas perdagangan terutama pedagang kaki lima yang ada di kawasan Malioboro-Ahmad Yani ini berkembang sangat pesat di Malioboro- Ahmad Yani kerena menyerap tenaga kerja yang besar dan modal usaha yang tidak terlalu besar, sehingga pedagang kaki lima ini menyebar begitu cepat. Dengan berkembangnya kawasan Malioboro-Ahmad Yani Kota Yogyakarta maka aktivitas di jalan ini semakin tinggi pula.
	Semakin berkembangnya kawasan pedagang kaki lima yang ada di kawasan Malioboro-Ahmad-Yani Kota Yogyakarta semakin banyak pula permasalahan-permasalahan yang timbul. Permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di Malioboro dari hari ke hari adalah kepadatan lalu lintas, tingkat kesadaran pedagang kaki lima untuk kebersihan sekitar lapak dagangannya, pedagang kaki lima yang tidak tertib, masalah parkir yang semakin hari semakin tidak tertib, gangguan keamanan, gerobak yang tidak dimasukan ke gudang pada malam hari sehingga menganggu jalur lambat jalan Malioboro-Ahmad Yani, dan lain-lain yang menganggu penggunjung yang ingin berbelanja di kawasan Malioboro-Ahmad Yani ini.​[12]​  Hal ini dapat dilihat dari data yang dikeluarkan oleh Dinas Ketertiban kota Yogyakarta sebagai berikut :
Tabel 1.2
Jenis Pelanggaran Pedagang Kaki Lima Di kawasan Malioboro-Ahmad Yani Tahun 
2011-2014

Tahun	Pelanggaran pedagang Kaki Lima






Sumber : Dokumen dari Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 
	Dari data yang ada di atas masih banyak pedagang kaki lima yang ada di kawasan Malioboro-Ahmad Yani kota Yogyakarta tidak taat pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro-Ahmad Yani, dengan semakin meningkatnya pedagang kaki lima yang ada di kawasan Malioboro-Ahmad Yani telah berdampak pada estetika, kebersihan, dan fungsi sarana dan prasarana kawasan perkotaan serta terganggunya kelancaran lalu lintas, maka perlu dilakukan penataan pedagang kaki lima yang ada di kawasan Malioboro-Ahmad Yani Kota Yogyakarta ini. Semakin berkembangnya pedagang kaki lima yang ada di kawasan Malioboro-Ahmad yani semakin banyak pedagang kaki lima yang tidak tertib sehingga menimbulkan beragam masalah terutama bagi para wisatawan yang berkunjung ke Malioboro. Pemerintah kota Yogyakarta sendiri sudah melakukan banyak tindakan guna menertibkan pedagang kaki lima yang tidak mematuhi peraturan yang ada, misalkan dengan adanya pembinaan yang dilakukan oleh pihak UPT pengelolaan kawasan Malioboro.
	Pedagang kaki lima merupakan salah satu pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan  sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah terutama pemerintah Kota Yogyakarta diharapkan dapat mengkoordinasi keberadaanya, Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PerPres, Pasal 3 ayat 1, menyebutkan bahwa koordinasi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah guna melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dilaksanakan dengan melalui: 
1.	pendataan dan pendaftaran pedagang kaki lima
2.	penetapan lokasi
3.	pemindahan dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima 
4.	peremajaan dan lokasi pedagang kaki lima
5.	perencanaan penyediaan ruang berbagi kegiatan pedagang kaki lima, 
	Dengan adanya PerPres No 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kota Yogyakarta berkoordinasi untuk melakukan penataan pedagang kaki lima terutama di kawasan khusus Jalan Malioboro-Ahmad Yani, agar kawasan khusus pedagang kaki lima Malioboro-Ahmad Yani ini lebih tertata.  
	Berbagai masalah yang ditimbulkan oleh pedagang kaki lima di Jalan Malioboro-Ahmad-Yani Kota Yogyakarta kawasan ini akan tetap ramai oleh semaraknya pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan ini, di kawasan Malioboro-Ahmad Yani ini pedagang kaki lima menggantungkan hidupnya dari berdagang, karena tidak mempunyai keahlian yang lainnya. Untuk kedepannya pedagang kaki lima yang ada di kawasan Malioboro-Ahmad Yani kota Yogyakarta ini tidak perlu digusur atau dipindahkan tetapi hanya perlu ditertibkan supaya lebih rapi dan teratur, sebab pedagang kaki lima yang ada di kawasan ini merupakan aset pemerintah Kota Yogyakarta yang harus dikembangkan lagi. Malioboro dengan pedagang kaki limanya tetap merupakan daya tarik wisata utama bagi Kota Yogyakarta dan sekitarnya.
	Dari sinilah peneliti tertarik untuk memilih bagaimana “Penerapan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Penaataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki Lima studi Jalan Malioboro-Ahmad Yani Kota Yogyakarta”, karena pedagang kaki lima yang ada di kawasan Malioboro-Ahmad Yani ini adalah salah satu pusat terbesar pedagang kaki lima yang ada di Kota Yogyakarta dan merupakan salah satu tujuan wisata yang ada di kota Yogyakarta. Dengan adanya latar belakang diatas ini maka perlu diadakan penelitian
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini mengajukan perumusan masalah sebagai berikut :
1.	Bagaimana penerapan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Malioboro- Ahmad Yani Daerah Istimewa Yogyakarta?
2.	Hambatan apa saja yang dialami oleh UPT Pengelolaan Kawasan Khusus Malioboro-Ahmad Yani Kota Yogyakarta dalam menerapkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima?




	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis sosiologis/empiris/non doktrinal. Adapun pendekatan sosiologis dilakukan melalui pengamatan terhadap perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapatkan melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.​[13]​	 
Adapun faktor yuridisnya adalah norma hukum atau peraturan-peraturan lain yang memuat ketentuan yang berkaitan erat dengan hubungannya dengan penataan pedagang kaki lima, antara lain :     Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro-Ahmad Yani.




1.	Penerapan pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Malioboro-Ahmad Yani Kota Yogyakarta
a. Pendataan dan Pendaftaran Pedagang kaki lima
Pedagang kaki lima yang ada di jalan Malioboro-Ahmad Yani Kota Yogyakarta ini dibagi menjadi beberapa kelompok paguyuban yang menaungi mereka, Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro berkoordinasi langsung kepada paguyuban-paguyuban yang menanungi pedagang kaki lima yang ada di kawasan Malioboro untuk melaksanakan pendataan pedagang kaki lima.
	Paguyuban-paguyan yang ada di kawasan Malioboro-Ahmad Yani Kota Yogyakarta ini dibagi menjadi 22 paguyuban yang menaungi pedagang kaki lima dan komunitas-komunitas selain pedagang kaki lima, dapat dilihat padda tabel dibawah ini :
Tabel 3.1




PPKLY Unit 37	202 Anggota
Pasar Sore Malioboro	250 Anggota
Pasar Sentir	257 Anggota
Tri Manunggal	75 Anggota
Papela (Paguyuban Pedagang Lapak)	150 Anggota
PPLM (Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro)	88 Anggota
Patma (Pedagang Angkringan Dannurejan Malioboro)	60 Anggota
Paguyuban Handayani	51 Anggota
Komaba ( Komunitas Abu Bakar Ali)	100 Anggota
Pamarta	60 Anggota
Paguyuban Pengusaha Malioboro	100 Anggota
Paguyuban Pengusaha Ahmad Yani	100 Anggota
Paguyuban Setengah Jam	30 Anggota
Pasmal (Paguyuban Seniman Malioboro)	25 Anggota
Paguyuban Ibu-Ibu Kawasan Malioboro	75 Anggota
FPPMA ( Forum Pekerja Parkir Malioboro-Ahmad Yani)	250 Anggota
Paguyuban Andong	400 Anggota
Paguyuban Becak	1000 Anggota




	Pendaftaran atau perijinan pedagang kaki lima  sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 tahun 2010 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima setiap pedagang kaki lima wajib memiliki surat izin penggunaan lokasi pedagang kaki lima dan kartu identitas pedagang kaki lima. pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan surat ijin penggunaan lokasi pedagang kaki lima dan kartu identitas pedagang kaki lima adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta atas nama Walikota Yogyakarta untuk pedagang kawasan khusus Malioboro-Ahmad Yani, lalu yang menerbitkan surat tersebut adalah Camat setempat dan kantor UPT Malioboro. Sebelum surat ijin diberikan kepda  kantor UPT Malioboro harus mendapatkan tanda tangan RT/RW setempat, kemudian tanda tangan kepala paguyuban, serta tanda tangan ketua LPKKM. Setelah itu baru masuk ke kantor UPT Malioboro yang ditanda tangani oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.
	Tata cara pengajuan surat izin penggunaan lokasi pedagang kaki lima dan kartu identitas pedagang kaki lima adalah dengan cara mengajukan permohonan mengisi dengan lengkap, benar dan jelas, formulir yang disediakan dengan dilampiri persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
a)	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota/Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
b)	Pas foto terbaru, hitam putih ukuran 2x3cm sebanyak 5 lembar
c)	Surat pernyataan belum memiliki tempat usaha
d)	Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan bongkar pasang peralatan dan dagangan, menyediakan tempat sampah, menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan serta fungsi fasilitas umum.
e)	Surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha kepada pemerintah daerah apabila pemilik usaha/ kuasa hak atas bangunan/ tanah yang berbatasan langsung dengan jalan akan memepergunakan tanpa syarat apapun.
f)	Persetujuan dari pemilik usaha/kuasa hak atas bangunan/ tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di derah milik jalan dan atau persil.
g)	Denah lokasi yang akan diajukan.
h)	Surat pernyataan kesanggupan untuk memasang daftar harga yang dapat diketahui oleh umum khusus bagi pedagang kaki lima dengan jenis dagangan makanan dan minuman baik yang menggunakan dasaran atau tidak menggunakan dasaran dan atau menyediakan tempat untuk makan dan minum termasuk lesehan.
i)	Melampirkan surat layak sehat yang masih berlaku dari Dinas Kesehatan kota Yogyakarta bagi pedagang kaki lima dengan jenis dagang makanan dan minuman kecuali makanan dan minuman kemasan yang terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
	Surat ijin yang dikeluarkan oleh UPT Pengelolaan Malioboro tersebut berlaku selama 2 tahun, jadi selama dua tahun, para pedagang kaki lima wajib untuk membuat kembali surat ijin lokasi usaha dengan prosedur yang sama. Selain itu untuk membuat surat ijin lokasi pedagang kaki lima juga dibuat rangkap 3.
b. Penetapan Lokasi
	Kebijakan penentuan lokasi usaha pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk penyelesain terhadap masalah keberadaan pedagang kaki lima yang menggunakan fasilitas umum untuk melakukan kegiatan usahanya. Permasalahan yang muncul dalam penentuan lokasi usaha pedagang kaki lima di Malioboro-Ahmad Yani antara lain adalah banyaknya pedagang kaki lima yang belum jelas ditentukan titik-titik lokasinya karena kurangnya pengawasan dari pelaksana utama yaitu UPT pengelolaan Malioboro-Ahmad Yani dalam melakukan penataan terhadap lokasi usaha serta kesadaran para pedagang kaki lima yang yang masih kurang dalam penggunaan lokasi usaha yang ada di Malioboro-Ahmad Yani.
	Kebijakan dalam penentuan lokasi pedagang kaki lima yang ada di kawasan Malioboro-Ahmad Yani tertuang dalam pasal 2 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 dimana penentuan lokasi usaha pedagang kaki lima di kawasan Malioboro-Ahmad Yani ditetapkan yaitu :
a)	Trotoar sisi barat jalan Malioboro-Ahmad Yani (persimpangan Jalan Malioboro dan Jalan Pasar Kembang sampai dengan simpang tiga Reksobayan)
b)	Trotoar sisi timur Jalan Malioboro dan Jalan Ahmad yani (depan hotel Inna Garuda sampai dengan Pasar Sore Malioboro) kecuali paving sisi timur yang termasuk dalam kawasan pasar Beringharjo.
c)	Sirip jalan Malioboro-Ahmad yani adalah trotoar jalan Pajeksan, sisi timur dan selatan, jalan suryatmajan sisi selatan, dan jalan Reksobayan sisi utara (selatan Gereja GPIB Yogyakarta) 
	Sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 pedagang kaki lima yang ada di kawasan khusus Malioboro-Ahmad Yani Kota Yogyakarta, penempatan lokasi usaha boleh ditempatkan di tempat-tempat yang sebetulnya tidak diperbolehkan untuk berdagang, seperti pada trotoar persimpangan jalan, depan kantor eks Kanwil Pekerjaan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, depan gedung DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, depan komplek Kepatihan (kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta), depan gedung Perpustakaan Nasional Provinsi Daerah Itimewa Yogyakarta, depan Gereja GPIB Yogyakarta dengan tetap memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, kenyamanan dan keamanan.
c. 	Pemindahan dan Penghapusan Lokasi Pedagang Kaki Lima
	Semakin bertambahnya jumlah pedagang kaki lima yang ingin berjualan di kawasan Malioboro-Ahmad Yani, lokasi-lokasi yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk berjualan digunakan oleh pedagang kaki lima untuk menjajakan dagangannya. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima pasal 8 dijelaskan bahwa  daerah-daerah yang dilarang untuk digunakan untuk berjualan yaitu depan Gedung Agung, Monumen Serangan Umum 1 Maret  dan depan Benteng Vredeburg. Semakin membludaknya pedagang kaki lima yang  berjualan di daerah larangan yang telah ditentukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta.
	 Pemerintah Kota Yogyakarta mengadakan relokasi atau pemindahan pedagang kaki lima yang biasanya berjualan di kawasan larangan di depan Gedung Agung, Monumen Serangan Umum 1 Maret  atau depan Benteng Vredeburg (sekarang terkenal dengan sebutan Titik Nol Kilometer) pedagang kaki lima yang tergabung pada paguyuban Roso Slamet ini, pada tahun akhir 2003 direlokasi pada Taman Parkir TKP Malioboro 2 selatan Pasar Beringharjo yang sekarang menjadi Pasar Sore Malioboro, yang tiap pagi sampai siang hari digunakan untuk lahan parkir tetapi pada waktu sore hari sampai malam hari digunakan untuk tempat berjualan pedagang kaki lima. 
	Pada tahun 2004 diadakan relokasi untuk pedagang angkringan yang menempati jalur lambat Jalan Malioboro-Ahmad Yani untuk melakukan kegiatan usaha, mereka di relokasi di sisi timur jalan Malioboro-Ahmad Yani bersamaan dengan para pedagang kaki lima yang lain, selain itu pedagang angkringan juga direlokasi di sirip-sirip jalan Malioboro-Ahmad Yani yaitu di jalan Pajeksan titik utara jalan, dan jalan Suryatmajan titik selatan jalan.
d. Peremajaan Lokasi Pedagang Kaki Lima
	Proses peremajaan lokasi pedagang kaki lima yang ada di kawasan Khusus Malioboro-Ahmad Yani, meliputi peremajaan pada infrastruktur yang rusak dan modal kerja bagi para pedagang kaki lima. Pada sisi peremajaan infrastruktur para pedagang kaki lima berkoordinasi dengan paguyuban yang menauingi mereka,  setelah itu paguyuban berkoordinasi dengan UPT pengelolaan Kawasan Khusus Malioboro-Ahmad Yani dan pemilik usaha/ kuasa hak atas bangunan yang lahannya digunakan untuk berjualan pedagang kaki lima  guna untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada infrastruktur yang rusak. Infrastuktur yang rusak misalnya pada atap atau langit-langit bangunan tempat pedagang kaki lima yang berjualan bocor atau rusak, sehingga perlu adanya peremajaan atau perbaikan.
	Pada sisi modal kerja pedagang kaki lima kaki lima mendapatkan bantuan pada tahun 2012 untuk membuat gerobak 3 in 1 yang dprakarsai oleh ibu windu ketua ATF ( Asean Tourist Forum). ATF pada saat itu dilaksanakan di Yogyakarta jadi pemerintah Kota Yogyakarta ingin membuat penampilan Malioboro menjadi lebih menarik lagi, dengan cara menciptakan gerobak 3 in 1 yang didesain khusus untuk display dagangan, pengankut dagangan serta untuk penyimpan dagangan, adanya gerobak 3 in 1 ini aktivitas pedagang kaki lima semakin lebih ringkas karena sebelum menggunakan gerobak 3 in 1 ini aktivitas pedagang kaki lima buka lapak/display di trotoar sepanjang jalan Malioboro-Ahmad Yani dan gerobak mereka diletakan di jalur lambat yang dapat menghambat lajur lalu lintas dijalur lambat dan semakin membuat semrawut jalan Malioboro-Ahmad Yani.
e. 	Perencanaan Penyediaan Ruang Baru Bagi Kegiatan Pedagang Kaki Lima
Perencanaan penyediaan ruang baru bagi kegiatan pedagang kaki lima yang ada di kawasan Malioboro-Ahmad Yani kota Yogyakarta ini masih kesulitan untuk dilaksanakan karena memang keterbatasan lahan yang ada di kota Yogyakarta ini sendiri. luas wilayah kota Yogyakarta ini sendiri hanya 32,5 Km2 yang berati hanya 1,025 dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini sendiri, dengan luas 32,5 Km2 tersebut terbagi menjadi 14 kecamatan ini sudah tidak ada lahan kosong untuk digunakan perencanaan ruang baru bagi kegiatan pedagang kaki lima. Beda dengan daerah-daerah lain diluar Kota Yogyakarta misalkan Bantul, gunung Kidul, Kulon Progo yang masih banyak lahan kosong untuk membuat shalter-shalter baru untuk kegiatan pedagang kaki lima.
	Apabila memang ada lahan kosong untuk menampung pedagang kaki lima yang ada di kawasan Malioboro-Ahmad Yani ini dan pedagang kaki lima yang ada di Malioboro-Ahmad yani dipindahkan ke lahan tersebut, kawasan Malioboro-Ahmad Yani akan kehilangan identitasnya sebagai kawasan trade mark Kota Yogyakarta, dan jalan Malioboro-Ahmad Yani akan seperti jalan-jalan pada umumnya, karena Malioboro-Ahmad Yani menjadi spesial karena adanya pedagang kaki lima yang berjualan disepanjang jalan tersebut.

2.	Hambatan yang dialami oleh UPT Pengelolaan Kawasan Khusus Malioboro-Ahmad Yani Kota Yogyakarta dalam menerapkan pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
a. Hambatan Pendataan dan Pendaftaran Pedagang Kaki Lima
	Pendataan dan pendaftaran pedagang kaki lima yang dilakukan oleh UPT pengelolaan kawasan khusus Malioboro-Ahmad Yani masih banyak kendala yang dihadapi terutama tentang izin dagang, berbagai kendala yang dihadapi oleh UPT pengeloolaan kawasan khusus Malioboro-Ahmad Yani sebagai penerbit surat izin lokasi dan kartu identitas pedagang kaki lima yaitu adanya dinamika untuk revitalisasi kawasan Malioboro yang terus menerus berkembang jadi pedagang kaki lima masih belum bisa memperbaharui surat izin berdagang dan masih menggunakan surat izin yang lama, birokrasi yang masih lemah dan tidak efektif karena pada saat menerbitkan izin lokasi tidak pernah menyebutkan berita acara pada saat cek lokasi, karena cek lokasi sangat penting karena untuk menerbitkan surat izin harus  dilengkapi oleh cek lokasi.
	Pengurusan surat izin penggunaan lokasi yang dirasa masih rumit dan persyaratan-persayaratan yang banyak yang sangat banyak merupakan kendala atau hambatan yang dialami oleh pedagang kaki lima, terutama pada surat persetujuan dari pemilik usaha/ kuasa hak atas tanah bangunan yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah atas jalan dan atau persil. Surat persetujuan ini masih banyak dikeluhkan oleh pedagang kaki lima yang berdagang membelakangi toko, pihak pemilik toko yang lahan bagian depan akan ditempati oleh pedagang kaki lima yang akan berjualan biasanya mereka sangat susah dimintai persetujuan.
b.	Hambatan dalam Penetapan Lokasi Pedagang kaki Lima
	Hambatan yang dialami oleh UPT pengelolaan Kawasan Khusus Malioboro-Ahmad Yani ini dalam penetapan lokasi dagang pedagang kaki lima yang ada di Malioboro-Ahmad Yani adalah mengenai penetapan  titik lokasi pedagang kaki lima yang ada di kawasan Malioboro-Ahmad Yani ini masih belum dikeluarkannya SK penentuan titik lokasi dagang oleh Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Selain itu dalam penetuan titik lokasi dagang juga mengalami kesulitan karena kesadaran pedagang kaki lima dalam pengguanan lokasi yang masih sulit diatur, dan masih banyak pelanggaran terkait dengan penentuan lokasi usaha pedagang kaki lima.
	Dari sinilah terlihat masih banyak pelanggaran jual beli/ sewa menyewa lokasi berdagang pedagang kaki lima, padahal sudah sangat jelasa kegiatan tersebut sangat dilarang oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, karena lahan atau lokasi tempat berjualan tersebut adalah milik Pemerintah Kota Yogyakarta/ pemilik toko. Pelanggaran ini menunjukan bahwa masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak UPT Pengelolaan Kawasan Malioboro-Ahmad Yani sebagai pelaksan Utama Penataan Pedagang Kaki Lima di kawasan Malioboro-Ahmad Yani Kota Yogyakarta.
c. Hambatan dalam Pemindahan dan Penghapuan Lokasi Pedagang Kaki Lima
Hambatan dalam pemindahan dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima yang ada di kawasan Malioboro-Ahmad Yani ini adalah keterbatasan lahan yang ada di kawasan Kota Yogyakarta ini sendiri terutama di kawasan Malioboro-Ahmad Yani ini sendiri. Semua pedagang yang ada di kawasan malioboro ini menginginkan untuk berjualan di kawasan Malioboro tetapi kawasan Malioboro-Ahmad Yani tetapi apa daya karena keterbatasan lahan tidak semua pedagang kaki lima bisa berjualan di kawasan Malioboro-Ahmad Yani Kota Yogyakarta.
	Keterbatasan lahan tidak mengurangi niatan pedagang kaki lima untuk mencari rezeki di kawasan Malioboro-Ahmad Yani ini, daerah larangan yang nota bene tempat yang terlarang untuk pedagang kaki lima berjualan tetapi karena sudah tidak ada tempat lagi pedagang kaki lima tetap nekat untuk berjualan disana.
d.	Hambatan dalam  Peremajaan Lokasi Pedagang Kaki Lima
Kesadaran pedagang kaki lima yang ada di kawasan Malioboro-Ahmad Yani Kota Yogyakarta ini masih sangat rendah, dalam hal ini untuk pembuangan sampah dan limbah bekas mereka berjualan, masih banyak pedagang kaki lima membuang sampah sembarangan padahal pihak UPT Pengelolaan Kawasan Khusus Malioboro-Ahmad Yani selaku dinas yang mengelola kawasan khusus Malioboro-Ahmad Yani ini sudah menyiapkan tempat sampah yang diletakan sepanjang jalan Malioboro-Ahmad Yani pada setiap 100 meternya, tetapi pada kenyataannya masih banyak pedagang kaki lima yang membuang sampah secara sembarangan terutama bagi pedagang kaki lima yang membuka usaha makanan mereka kebanyakan masih membuang sampah sisa makan pada saluran air (gorong-gorong).
	Permasalahan lain yang dihadapi oleh UPT Pengelolaan Kawasan Khusus Malioboro-Ahmad Yani ini adalah masalah yang berhubungan dengan ketertiban terutama masalah kelebaran atau ketinggian lapak berjualan pedagang kaki lima dan jam berjualan yang sudah ditentukan oleh Peraturan Walikota Nomer 37 Tahun 2010 bahwa lokasi usaha maksimal panjang 1,5 meter, maksimal lebar 1,5 meter dan tinggi dagangan 1,25 meter dan waktu berjualan (termasuk persiapan) 08.00 s/d 21.00 WIB (untuk berdagang cinderamata, baju, dll) 21.30 s/d 04.00 WIB (untuk berdagang lesehan), tetapi pada kenyataan dilapangan masih banyak pedagang kaki lima yang melanggar peraturan tersebut, pada kelebaran dan ketinggian pedagang kaki lima masih banyak yang melebihi dari ketentuan PerWali yang sudah ditetapkan sehingga merugikan pihak lain.
3. Upaya UPT Pengelolaan Kawasan Khusus Malioboro-Ahmad Yani untuk mengatasi Hambatan dalam Menerapkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
a. 	Upaya Mengatasi Pendataan dan Pendaftaran Pedagang Kaki Lima
Peningkatan sumber daya manusia dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima yang ada di kawasan Malioboro-Ahmad Yani Kota Yogyakarta dirasakan sangat penting dalam upaya mengatasi hambatan mengenai pendataan dan pendaftaran pedagang kaki lima karena Sumber Daya Manusia yang menentukan keberhasilan implementasi penataan pedagang kaki lima di kawasan Malioboro-Ahmad Yani. 
	Peningkatan sumber daya manusia  dirasakan penting apabila dibarengi dengan adanya pelatihan-pelatihan yang didapat oleh setiap pegawai kantor UPT Pengelolaan Kawasan Khusus Malioboro-Ahmad Yani. Peningkatan kemampuan aparatur dalam memberikan informasi kepada pedagang kaki lima. Pelatihan untuk aparatur ini akan membuat profesionalisme mereka semakin berkembang, karena tenaga trampil sangat dibutuhkan dalam melaksanakan suatu kebijakan. Keberhasilan suatu kebijakan salah satunya didukung oleh keahlian staf yang kompeten dalam menjalankan tugasnya. Implementasi kebijakan bisa efektif jika didukung oleh sumber daya manusia yang memadai dan mempunyai kemampuan yang cukup untuk memahami dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
b.	Upaya Mengatasi Hambatan Mengenai Lokasi Pedagang kaki Lima
	Guna meningkatkan kesadaran pentingnya izin lokasi pedagang kaki lima maka Unit pelaksanaan Teknis Pengelolaan Kawasan Khusus Malioboro Ahmad Yani berkoordinasi dengan Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta melakukan operasi terhadap pedagang kaki lima yang tidak taat aturan kemudian dibawa ke Dinas Ketertiban yang kemudian dibina dan diberi sanksi administratif berupa penyitaan barang dagangan, penutupan usaha pedagang kaki lima, sampai pencabutan izin lokasi pedagang kaki lima. pola operasi yang dilakukan oleh Dinas Ketertiban ini dengan cara penyidakna langsung ke lokasi usaha. Penyidakan ini terutama dilakukan terhadap pedagang kaki lima yang tidak memiliki surat izin penggunaan lokasi usaha dan kartu identitas pedagang kaki lima.
	Operasi penertiban yang dilakukan oleh Unit pelaksanaan Teknis Pengelolaan Kawasan Khusus Malioboro Ahmad Yani dan Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
a)	Unit pelaksanaan Teknis Pengelolaan Kawasan Khusus Malioboro Ahmad Yanimemberikan peringatan secara lisan dan tertulis kepada pedagang kaki lima yang melanggar aturan
b)	Berdasarkan laporan wilayah tersebut atau berdasarkam hasil patroli dari UPT masih ditemukan pelanggaran, maka Dinas Ketertiban dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tindakan represif non yustisi yaitu dengan cara pengamanan barang dan kepada pelanggar yakni pedagang kaki lima diberikan surat bukti pengamanan barang
c)	Setelah barang-barang diamankan, diharapkan pelanggar datang ke kantor Dinas Keetertiban Kota Yogayakarta.
d)	Setelah yang bersangkutan (pedagang kaki lima) dijelaskan apa saja pelanggarannya, maka diberi alternatif solusi permasalahanya.
e)	Pelanggar cukup membuat surat pernyataan yang isinya tidak akan menggulangi pelanggaran lagi serta siap ditindak apabila menggulangi kesalahan yang sama.
f)	Pelanggar diajukan ke PPNS untuk dilakukan penyidikan yang selanjutnya diajukan ke sidang Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara tindak pidana ringan.
g)	Setelah pelanggar membuat surat pernyataan atau setelah selesai melakukan persidangan, maka barang-barang dikembalikan lagi dibuatkan bukti serah terima barang.
c. 	Upaya Mengatasi Hamabatan Mengenai Pemindahan dan Penghapusan Lokasi Pedagang kaki Lima
Program-program yang dipilih UPT pengelolaan kawasan khusus  Malioboro-Ahmad Yani dengan cara penyuluhan. penyuluhan tersebut dilakukan secara rutin, program-program tersebut dilakukan oleh Unit pelaksanaan Teknis Pengelolaan Kawasan Khusus Malioboro Ahmad Yani melalui beberapa cara yaitu:
a)	Melakukan pembinaan secara langsung dilapangan apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima langsung diberi peringatan secara lisan maupun tulisan. Dalam pelaksanaanya pembinaan secara langsung setelah diberi peringatan baik lisan maupun tulisan langsung dapat diambil tindakan apabila masih melanggaran peraturan yang sudah ada.
b)	Pedagang kaki lima diundang ke kantor UPT  untuk diberikan penyuluhan oleh pihak Unit pelaksanaan Teknis Pengelolaan Kawasan Khusus Malioboro Ahmad Yani. dalam pelaksanaan pembinaan/penyuluhan diberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan, ketertiban dan performa pelayanan prima pedagang kaki lima 
c)	Menikutsertakan pedagang kaki lima dalam pelatihan ketrampilan yang dilakukan oleh Unit pelaksanaan Teknis Pengelolaan Kawasan Khusus Malioboro Ahmad Yani. 
	Pelaksanaan penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Kawasan Khusus Malioboro Ahmad Yani dengan mengundang pedagang kaki lima yang ada di kawasan Malioboro-Ahmad Yani kemudian diberi penyuluhan tentang Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro-Ahmad Yani, dalam penyuluhan ini dihadiri oleh para pedagang kaki lima atau dari perwakilan paguyuban-paguyuban yang menaungi pedagang kaki lima di kawasan Malioboro-Ahmad Yani dengan respon menyatakan sanggup mematuhi dan sanggup mematuhi peraturan yang ada, dan mengetahui sanksi yang diberikan apabila melanggar peraturan yang ada.
d.	Upaya Mengatasi Hambatan Mengenai Peremajaan Lokasi Pedagang Kaki Lima
	Upaya yang diambil oleh UPT pengelolaan kawasan khusu Malioboro-Ahmad Yani dalam mengatasi hambatan mengenai peremajaan lokasi pedagang kaki lima yaitu dengan menyarankan pedagang kaki lima membentuk organisasi atau paguyuban yang menampung mereka, karena dengan adanya wadah atau organisasi, maka status pedagang kaki lima semakin jelas dan terlindungi oleh hukum. Tugas pemerintah dalam pembinaan ini untuk memudahkan pedagang kaki lima dalam menjalankan usahanya. Dengan adanya koperasi atau paguyuban ini selain akan mempermudah urusan dalam meminjam modal usaha ke suatu lembaga (bank) untuk mengembangkan usahanya juga untuk memepertahankan keberadaannya. Di kawasan Malioboro sendiri terdapat 22 Paguyuban yang menanungi seluruh pedagang kaki lima yang ada di kawasan Malioboro-Ahmad Yani Kota Yogyakarta.
	Program-progam yang dipilih Unit pelaksanaan Teknis Pengelolaan Kawasan Khusus Malioboro Ahmad Yani adalah melakukan pembinaan dan penataan pedagang kaki lima, adapun program pembinaan atau penyuluhan kepada pedagang kaki lima ditentukan pada bidang-bidang yang ada kaitannya dengan kemajuan para pedagang kaki lima, yaitu tentang kebersihan lingkungan, menjual barang dagangan dengan harga yang wajar, dan lain-lain
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penerapan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Malioboro-Ahmad Yani Kota Yogyakarta maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1.	Penerapaan PerPres Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro-Ahmad Yani Kota Yogyakarta ini belum berjalan secara maksimal, dari ke lima koordinasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk mengkoordinasi penataan pedagang kaki lima, pemerintah Kota Yogyakarta khususnya UPT Pengelolaan Kawasan Khusus Malioboro-Ahmad Yani selaku pengelola kawasan Malioboro, kebijakan mengenai penyediaan ruang baru bagi kegiatan pedagang kaki lima dikarenakan keterbatasan lahan yang ada di Kota Yogyakarta yang tidak memungkinkan untuk memidahkan pedagang kaki lima yang ada di kawasan Malioboro-Ahmad Yani Kota Yogyakarta ketempat baru. 
2.	Hambatan yang dialami oleh UPT Pengelolaan Kawasan Khusus Malioboro-Ahmad Yani dalam Penerapaan  Pasal 3 PerPres Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro-Ahmad Yani Kota Yogyakarta ini adanya dinamika revitalisasi kawasan Malioboro-Ahmad Yani, pengurusan surat ijin yang masih dirasakan rumit oleh pedagang kaki lima, belum dikeluarkannya Surat Keputusan tentang penetapan titik lokasi berdagang, masih maraknya jual-beli lokasi berdagang, masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan steril (Titik Nol Kilometer), kesadaran pedagang kaki lima untuk menjaga kebersihan, keterbatasan lahan yang ada di kawasan Malioboro-Ahmad Yani.
3.	Upaya yang dilaksanakan UPT Pengelolaan Kawasan Khusus Malioboro-Ahmad Yani Kota Yogyakarta dalam mengatasi Hambatan dalam Penerapan Pasal 3 PerPres Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro-Ahmad Yani Kota Yogyakarta dengan cara peningkatan sumber daya manusia, diadakan pelatihan-pelatihan peningkatan kemampuan, mengadakan operasi penertiban pedagang kaki lima, memberikan penyuluhan kepada pedagang kaki lima, membentuk organisasi atau paguyuban.
4.1	
Saran
Beberapa hal berikut ini dapat dijadikan saran atau sebuah masukan untuk semua pihak yang terkait dengan penataan pedagang kaki lima di kawasan Malioboro-Ahmad Yani Kota Yogyakarta :
1.	Pengelolaan Kawasan Khusus Malioboro-Ahmad Yani Kota Yogyakarta dan Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta hendaknya melakukan pengawasan yang lebih ketat kepada pedagang kaki lima yang ada di kawasan Malioboro-Ahmad Yani agar tidak ada lagi pedagang kaki lima yang melanggar tata tertib, karena menginggat dalam pelaksanaanya aparat masih belum melaksanakan pengawasan secara ketat, meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan pedagang Pemerintah Kota Yogyakarta terutama UPT kaki lima sehingga meningkatkan kesadaran pedagang kaki lima dalam menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan dan perijinan di kawasan khusus pedagang kaki lima Malioboro-Ahmad Yani Kota Yogyakarta.
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